PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan kartu pelaku usaha sektor kelautan
dan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-
KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan
dan Perikanan masih terdapat kekurangan dan sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta
untuk penyesuaian perkembangan pendataan pelaku
usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan
perikanan, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku
Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan
Perikanan;

—

Mengingat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU
PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

2. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau
kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk
mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan.

3. Orang Perseorangan adalah setiap warga negara
Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan
dan cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan
hukum.

4. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang
didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada sektor kelautan dan perikanan.

5. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor
Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut
Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Usaha dan
Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.

6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha
untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas
bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya.

7. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya
disebut Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

9. Sekretariat Jenderal adalah sekretariat jenderal
Kementerian.

10. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal di
lingkungan Kementerian.

11. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal
Kementerian.

12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di
lingkungan Kementerian.

13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unit pelaksana teknis di lingkungan
Kementerian. I'm not

14. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kelautan dan/atau perikanan.
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Laman Satu Data adalah media tunggal dalam
pengumpulan, pengolahan, validasi, dan diseminasi
data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung di
Kementerian dan media interoperabilitas
antarKementerian/lembaga  melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.

Validasi adalah pemeriksaan kebenaran atas akurasi
data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung.

Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat.

BAB II
PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2
Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan terdiri
atas subsektor:
pengelolaan ruang laut;
penangkapan ikan;
pengangkutan ikan;
pembudidayaan ikan;
pengolahan ikan; dan
pemasaran ikan.
Pelaku Usaha pada subsektor pengelolaan ruang laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan:
a. pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan
konservasi;
pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
produksi garam,;
biofarmakologi;
bioteknologi;
pemanfaatan air laut selain energi;
pelaksanaan reklamasi;
pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di
sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing;
pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau
yang termasuk dalam appendix Convention on
International Trade Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (CITES), selain appendix I;
j- pemanfaatan pasir laut; dan
k. wisata tirta lainnya.
Pelaku Usaha pada subsektor pembudidayaan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri
atas Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan:
pembenihan ikan;
pembesaran ikan;
jasa sarana produksi budidaya ikan;
jasa produksi budidaya ikan; dan
jasa pasca panen budidaya ikan.
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(4) Pelaku Usaha pada subsektor pemasaran ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi
Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan:

a. pemasaran ikan; dan
b. jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan
di perairan darat.

Pasal 3
(1) Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan
terdiri atas:

a. Orang Perseorangan; dan

b. kelompok masyarakat.

(2) Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan
untuk Orang Perseorangan terdiri atas:

a. subsektor pengelolaan ruang laut:

1. pekerja pengusahaan pariwisata alam

perairan di kawasan konservasi;

2. pekerja pengangkatan benda muatan kapal
tenggelam;
penggarap tambak garam,;
pekerja di biofarmakologi;
pekerja di bioteknologi;
pekerja di pemanfaatan air laut selain energi;
pekerja di pelaksanaan reklamasi;
pekerja di pemanfaatan pulau-pulau kecil dan
perairan di sekitarnya dalam rangka
penanaman modal asing;

9. pekerja di pemanfaatan jenis ikan yang
dilindungi dan/atau yang termasuk dalam
appendix Convention on International Trade
Endangered Species of Wild Fauna and Flora
(CITES), selain appendix I,

10. pekerja di pemanfaatan pasir laut; dan

11. pekerja wisata tirta lainnya.

b. subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan
ikan:

1. pekerja di atas kapal penangkap ikan dan
kapal pengangkut ikan; dan

2. pengangkut ikan di pelabuhan, tempat
pelelangan ikan, dan sentra nelayan.

c. subsektor pembudidayaan ikan:

1. pekerja di pembenihan ikan;

2. pekerja di pembesaran ikan;

3. pekerja di jasa sarana produksi budidaya
ikan;

4. pekerja di jasa produksi budidaya ikan; dan

5. pekerja di jasa pasca panen budidaya ikan.

d. subsektor pengolahan ikan yaitu pekerja di
pengolahan ikan;
e. subsektor pemasaran ikan:

1. pekerja di pemasar ikan;

2. pekerja usaha jasa pasca panen penangkapan
ikan di laut dan di perairan darat;

3. pekerja usaha jasa pasca panen budidaya
ikan laut, air tawar, dan air payau,;

R AU
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4. pekerja jasa sarana produksi budidaya ikan
laut; dan
5. pekerja jasa produksi budidaya ikan laut.
Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan
untuk kelompok terdiri atas:
a. subsektor pengelolaan ruang laut:
1. kelompok masyarakat bidang pelestarian
sumber daya kelautan;
2. kelompok masyarakat hukum adat; dan
3. kelompok masyarakat pemanfaatan jasa
kelautan.
b. subsektor pembudidayaan ikan yaitu kelompok
masyarakat pengelola irigasi perikanan; dan
c. bidang pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan:

1. kelompok masyarakat pengawas bidang
sumber daya perikanan; dan

2. kelompok masyarakat pengawas bidang

pelestarian sumber daya kelautan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Kusuka

Pasal 4
Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan
dan perikanan harus terdaftar dalam Laman Satu Data.
Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan
dan perikanan yang telah terdaftar dalam Laman Satu
Data diberikan Kusuka elektronik (e-Kusuka).
Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan kepada:
a. Orang Perseorangan,;
b. Badan Usaha; dan
c. kelompok masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi Kusuka

Pasal 5

Kusuka berfungsi sebagai basis data tunggal Pelaku

Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan

perikanan.

Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan sebagai:

a. data induk Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung
sektor kelautan dan perikanan;

b. data mandatori dan data integrator antaraplikasi di
lingkungan Kementerian; dan

c. data yang disediakan untuk dibagipakaikan di
lingkungan Kementerian dan kementerian/
lembaga terkait.
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BAB III
PENYELENGGARAAN KUSUKA

Pasal 6
(1) Penyelenggaraan Kusuka meliputi:
a. perencanaan; dan
b. pelaksanaan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan terhadap:
a. identifikasi potensi Pelaku Usaha dan Pelaku
Pendukung sektor kelautan dan perikanan;
b. ketersediaan sumber daya manusia; dan
Cc. penganggaran.
(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
sosialisasi;
pendataan;
verifikasi;
Validasi;
pencetakan; dan
distribusi.

;0o Q0 TP

Pasal 7
(1) Penyelenggara Kusuka terdiri atas:
a. Sekretariat Jenderal,
b. Direktorat Jenderal; dan
c. Dinas.
(2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berwenang menyelenggarakan Kusuka.
(3) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berwenang:
a. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis
di bidang pengelolaan ruang laut berwenang:
1. menyelenggarakan Kusuka subsektor
pengelolaan ruang laut; dan
2. menetapkan petugas Kusuka  untuk
pendataan subsektor pengelolaan ruang laut.
b. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis
di bidang perikanan tangkap berwenang:

1. menyelenggarakan Kusuka subsektor
penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;
dan

2. menetapkan petugas Kusuka untuk
pendataan subsektor penangkapan ikan dan
pengangkutan ikan.

c. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis

di bidang perikanan budi daya berwenang:

1. menyelenggarakan Kusuka subsektor
pembudidayaan ikan; dan

2. menetapkan petugas Kusuka untuk
pendataan subsektor pembudidayaan ikan.

d. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis

di bidang penguatan daya saing produk kelautan

dan perikanan berwenang:
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1. menyelenggarakan Kusuka subsektor
pengolahan ikan dan pemasaran ikan; dan
2. menetapkan petugas Kusuka untuk

pendataan subsektor pengolahan ikan dan
pemasaran ikan.
e. Direktorat Jenderal yang menangani tugas teknis

di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan berwenang:

1. menyelenggarakan Kusuka Pelaku
Pendukung di bidang pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan; dan

2. menetapkan petugas Kusuka  untuk
pendataan Pelaku Pendukung di bidang
pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan.

(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berwenang menyelenggarakan Kusuka di lingkungan
provinsi dan kabupaten/kota.

(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak termasuk pencetakan dan distribusi Kusuka.

Pasal 8
(1) Sekretariat Jenderal sebagai penyelenggara Kusuka di
lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas:

a. mengoordinasikan penyelenggaraan Kusuka di
Kementerian;

b. melakukan penguatan kualitas dan kuantitas
pengelolaan data Kusuka melalui integrasi
aplikasi;

c. melakukan ©penilaian kepatuhan pendataan
Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung di
lingkungan Kementerian;

d. memfasilitasi kerja sama dengan pihak luar
Kementerian dalam penyelenggaraan Kusuka; dan

e. memastikan ketersediaan anggaran untuk
penyelenggaraan Kusuka di lingkungan
Kementerian.

(2) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas:

a. melakukan sosialisasi Kusuka;

b. mengalokasikan anggaran;

c. mengidentifikasi Pelaku Usaha dan Pelaku
Pendukung sesuai dengan kewenangannya,;

d. melakukan pendataan, verifikasi, dan Validasi
Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor
kelautan dan  perikanan sesuai dengan
kewenangannya;

e. memanfaatkan data Kusuka sebagai basis data
tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung
sektor kelautan dan perikanan dalam pemberian
layanan dan pembinaan kepada Pelaku Usaha dan
Pelaku Pendukung;

f.  melakukan pencetakan dan distribusi Kusuka;
dan
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g. melakukan pembinaan petugas Kusuka.
(3) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf ¢ bertugas:

a. mengoordinasikan penyelenggaraan dan
pelaksanaan program Kusuka di provinsi atau
kabupaten/kota;

b. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi,
dan konsultasi pelaksanaan Kusuka di provinsi
atau kabupaten/kota kepada petugas Kusuka;
dan

c. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan
distribusi Kusuka.

Pasal 9
(1) Direktorat Jenderal dalam melakukan pendataan
Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dibantu oleh
petugas Kusuka.
(2) Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari:
a. UPT Direktorat Jenderal sesuai dengan
kewenangannya;
b. UPT badan pengembangan sumber daya manusia
kelautan dan perikanan; dan
c. Dinas.
(3) Petugas Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertugas:
a. melakukan pendataan Pelaku Usaha dan Pelaku
Pendukung di sektor kelautan dan perikanan; dan
b. melakukan pendampingan distribusi Kusuka
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal dapat
melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pendataan
Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.

(2) Pelibatan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerja
sama dengan ketentuan harus menjaga kerahasiaan
data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor
kelautan dan perikanan.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENERBITAN KUSUKA

Bagian Kesatu
Penerbitan Kusuka

Pasal 11
Penerbitan Kusuka dilakukan melalui:
a. pemanfaatan berbagi pakai data perizinan berusaha;
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pendataan oleh petugas Kusuka dan/atau pihak ketiga;
atau
pendaftaran mandiri.

Pasal 12

Penerbitan Kusuka melalui pemanfaatan berbagi pakai
data perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha
sektor kelautan dan perikanan.

Pemanfaatan berbagi pakai data perizinan berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Sekretaris Jenderal melalui penarikan data dari sistem
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik.

Pasal 13

Penerbitan Kusuka melalui pendataan oleh petugas
Kusuka dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruf b dilakukan terhadap:
a. Pelaku Usaha; dan
b. Pelaku Pendukung.
Pendataan oleh petugas Kusuka dan/atau pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara
mendatangi atau menerima Pelaku Usaha dan Pelaku
Pendukung sektor kelautan dan perikanan dengan
mengisi formulir permohonan Kusuka.
Formulir permohonan Kusuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memuat:
a. Pelaku Usaha:

1. identitas; dan

2. sarana dan prasarana.
b. Pelaku Pendukung berupa identitas.
Pengisian formulir permohonan Kusuka sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
a. manual; atau
b. elektronik di Laman Satu Data.
Ketentuan mengenai bentuk dan format formulir
permohonan Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Petugas Kusuka berdasarkan pengisian formulir
permohonan Kusuka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 pada ayat (4) selanjutnya mengunggah ke
Laman Satu Data disertai hasil pemindaian dokumen:
a. Pelaku Usaha:
1. Orang Perseorangan, berupa:
a) NIB; atau
b) dalam hal belum memiliki NIB berupa:
1) kartu tanda penduduk; dan
2) surat keterangan dari kepala desa
atau lurah yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan merupakan
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Pelaku Usaha sektor kelautan dan
perikanan.
2. Badan Usaha, berupa:
a) NIB; atau
b) akta pendirian Badan Usaha dalam hal
belum memiliki NIB.
b. Pelaku Pendukung:
1. Orang Perseorangan berupa kartu tanda
penduduk; dan
2. kelompok masyarakat berupa:
a) surat penetapan dari bupati/walikota
untuk masyarakat hukum adat; atau
b) surat pengesahan kelompok dari Dinas
atau lurah/kepala desa.
Berdasarkan unggahan formulir permohonan Kusuka
dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari
melakukan verifikasi:
a. identitas Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung;
dan
b. data sarana dan prasarana Pelaku Usaha,
yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai, Direktur Jenderal melakukan Validasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari yang
hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
Jika hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Kusuka
elektronik (e-Kusuka).
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sesuai atau hasil Validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Dinas atau
Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai
alasan penolakan.
Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara
otomatis dalam Laman Satu Data.

Pasal 15
Penerbitan Kusuka melalui pendaftaran mandiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c
dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung
sektor kelautan dan perikanan.
Pendaftaran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan
Kusuka dalam Laman Satu Data disertai hasil
pemindaian dokumen:
a. Pelaku Usaha:
1. Orang Perseorangan, berupa:
a) NIB; atau
b) dalam hal belum memiliki NIB berupa:
1) kartu tanda penduduk; dan
2) surat keterangan dari kepala desa
atau lurah yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan adalah Pelaku
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Usaha  sektor kelautan dan
perikanan.
2. Badan usaha, berupa:
a) NIB; atau
b) akta pendirian Badan Usaha dalam hal
belum memiliki NIB.
b. Pelaku Pendukung:
1. Orang Perseorangan berupa kartu tanda
penduduk; atau
2. kelompok masyarakat berupa:
a) surat penetapan dari bupati/walikota
untuk masyarakat hukum adat; atau
b) surat pengesahan kelompok dari Dinas
atau lurah/kepala desa.

(3) Berdasarkan unggahan formulir permohonan Kusuka
dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari
melakukan verifikasi:

a. identitas Pelaku Usaha atau Pelaku Pendukung;
dan

b. data sarana dan prasarana Pelaku Usaha,

yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.

(4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai, Direktur Jenderal melakukan Validasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari yang
hasilnya sesuai atau tidak sesuai.

(5) Jika hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Kusuka
elektronik (e-Kusuka).

(6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak sesuai atau hasil Validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Dinas atau
Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai
alasan penolakan.

(7) Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara
otomatis dalam Laman Satu Data.

Pasal 16
Ketentuan mengenai bentuk dan format Kusuka tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pencetakan dan Pendistribusian Kusuka

Pasal 17

(1) Pencetakan Kusuka dilakukan dengan ketentuan telah
diterbitkan Kusuka elektronik (e-Kusuka) melalui
Laman Satu Data.

(2) Pencetakan Kusuka dilakukan dalam hal memberikan
nilai tambah secara ekonomi kepada Pelaku Usaha dan
Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan.

(3) Pencetakan Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan oleh pihak perbankan dan/atau pihak

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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lain yang telah melakukan perjanjian kerja sama

dengan Kementerian.

(4) Pencetakan Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal apabila:

a. tidak tercapai kesepakatan kerja sama dengan
pihak perbankan dan/atau pihak lain;

b. pihak perbankan dan/atau pihak lain yang telah
melakukan perjanjian kerja sama dengan
Kementerian melakukan wanprestasi; dan/atau

c. pihak perbankan dan/atau pihak lain yang telah
melakukan perjanjian kerja sama dengan
Kementerian  menyatakan  ketidaksanggupan
untuk mencetak Kusuka.

(5) Distribusi terhadap Kusuka yang dicetak oleh
perbankan dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mengacu pada perjanjian kerja sama.

(6) Distribusi Kusuka yang dicetak oleh Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

(7) Distribusi Kusuka yang telah dilakukan pencetakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat
didampingi oleh petugas Kusuka.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Kusuka

Pasal 18
(1) Kusuka elektronik (e-Kusuka) dan Kusuka berlaku:
a. selama Pelaku Usaha melakukan usaha sektor
kelautan dan perikanan; dan
b. selama Pelaku Pendukung melakukan kegiatan
untuk mendukung usaha sektor kelautan dan
perikanan.
(2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berakhir dalam hal:
a. Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Orang
Perseorangan meninggal dunia;
b. Pelaku Usaha:

1. perizinan berusaha sektor kelautan dan
perikanan berakhir dan tidak diperpanjang;
atau

2. perizinan berusaha sektor kelautan dan
perikanan dicabut.

c. Pelaku Pendukung Orang Perseorangan beralih
pekerjan atau profesi; atau

d. Pelaku Pendukung untuk kelompok masyarakat
tidak lagi mendukung usaha sektor kelautan dan
perikanan.

Bagian Keempat
Perubahan Kusuka

Pasal 19
(1) Kusuka elektronik (e-Kusuka) atau Kusuka dapat
dilakukan perubahan setelah jangka waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejak diterbitkan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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(2) Perubahan Kusuka elektronik (e-Kusuka) atau Kusuka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
hal terdapat perubahan:

a. nama,;
b. alamat; dan/atau
c. profesi.

(3) Setiap Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor
kelautan dan perikanan untuk melakukan perubahan
Kusuka elektronik (e-Kusuka) atau Kusuka dengan
mengisi formulir perubahan Kusuka melalui:

a. petugas Kusuka; atau

b. secara elektronik di Laman Satu Data,

dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai
dengan perubahan data yang diajukan.

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit meliputi:

a. nama:
1. Pelaku Usaha berupa kartu tanda penduduk
untuk Orang Perseorangan; atau
2. Pelaku Pendukung berupa kartu tanda
penduduk untuk Orang Perseorangan.
b. alamat:
1. Pelaku Usaha berupa:

a) kartu tanda penduduk untuk Orang
Perseorangan; atau

b) NIB untuk Badan Usaha.

2. Pelaku Pendukung berupa:

a) kartu tanda penduduk untuk Orang
Perseorangan; atau

b) surat keputusan = pengesahan/akta
Pendirian untuk kelompok masyarakat.

c. profesi:
1. Pelaku Usaha berupa:

a) surat keterangan beralih usaha dari
kepala desa/lurah bagi perubahan
karena alih usaha bagi Pelaku Usaha
untuk Orang Perseorangan; dan

b) NIB untuk Badan Usaha.

2. Pelaku Pendukung berupa:

a) kartu tanda penduduk untuk Orang
Perseorangan; atau

b) surat keputusan pengesahan/akta
Pendirian untuk kelompok masyarakat.

(5) Ketentuan mengenai bentuk dan format formulir
perubahan Kusuka elektronik (e-Kusuka) atau Kusuka
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20
(1) Apabila permohonan perubahan diajukan melalui
petugas Kusuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (3) huruf a, petugas Kusuka dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) Hari mengunggah formulir

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih. kkp.go.id/



(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

- 14 -

perubahan Kusuka disertai dokumen pendukung ke
dalam Laman Satu Data.

Berdasarkan unggahan formulir perubahan Kusuka
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari
melakukan verifikasi yang hasilnya sesuai atau tidak
sesuai.

Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai, Direktur Jenderal melakukan Validasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari yang
hasilnya sesuai atau tidak sesuai.

Jika hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Kusuka
elektronik (e-Kusuka).

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sesuai atau hasil Validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Dinas atau
Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai
alasan penolakan.

Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara
otomatis dalam Laman Satu Data.

Pasal 21
Apabila permohonan perubahan diajukan secara
elektronik di Laman Satu Data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, Dinas melakukan
verifikasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari
yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai, Direktur Jenderal melakukan Validasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari yang
hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
Jika hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Kusuka
elektronik (e-Kusuka).
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak sesuai atau hasil Validasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, Dinas atau
Direktur Jenderal menyampaikan penolakan disertai
alasan penolakan.
Dinas atau Direktur Jenderal menyampaikan
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara
otomatis dalam Laman Satu Data.

Bagian Kelima
Penggantian Kusuka

Pasal 22
Penggantian Kusuka dapat dilakukan dalam hal
Kusuka rusak atau hilang.
Penggantian Kusuka diajukan kepada:
a. perbankan atau pihak lain yang melakukan
pencetakan; atau
b. Direktur Jenderal yang melakukan pencetakan.
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(3) Setiap Pelaku Usaha atau Pelaku Pendukung untuk
melakukan penggantian Kusuka yang pencetakannya
oleh perbankan atau pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan
ketentuan perbankan atau pihak lain.

(4) Setiap Pelaku Usaha atau Pelaku Pendukung untuk
melakukan penggantian Kusuka yang pencetakannya
oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal secara manual atau elektronik
melalui Laman Satu Data dengan mengisi formulir
penggantian Kusuka dengan melampirkan:

a. Kusuka atau hasil pemindaian Kusuka dalam hal
Kusuka rusak; atau

b. surat keterangan hilang atau hasil pemindaian
surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal
Kusuka hilang.

(5) Permohonan kepada Direktur Jenderal sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui
petugas Kusuka.

(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) atau ayat (5) Direktur Jenderal melakukan
Validasi terhadap kesesuaian dokumen dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak diterima
permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa
diterima atau tidak diterima.

(7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diterima, Direktur Jenderal menerbitkan Kusuka
pengganti dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.

(8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak diterima, Direktur Jenderal menyampaikan
penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu 1
(satu) Hari disertai alasan penolakan.

(9) Ketentuan mengenai bentuk dan format formulir
penggantian Kusuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 23

(1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan
pelaksanaan penyelenggaraan Kusuka di provinsi atau
kabupaten/kota paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
kepada Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Kusuka dan
melaporkan kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Pihak Perbankan yang telah melakukan kerja sama
dengan Kementerian menyampaikan  pelaporan
pelaksanaan penerbitan dan penggantian Kusuka
kepada Sekretaris Jenderal dengan mengacu pada
perjanjian kerja sama.
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(4) Sekretaris Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya
melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan
Kusuka kepada Menteri.

(5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam
pelaksanaan penyelenggaraan Kusuka oleh Menteri.

BAB VI
BIAYA

Pasal 24
(1) Penerbitan Kusuka elektronik (e-Kusuka) dan
pencetakan Kusuka tidak dikenakan biaya.
(2) Pencetakan Kusuka karena  perubahan atau
penggantian oleh pihak perbankan dikenakan biaya
sesuai ketentuan perbankan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Kusuka elektronik (e-Kusuka) dan Kusuka yang telah
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa
berlaku Kusuka elektronik (e-Kusuka) dan Kusuka.

(2) Permohonan, perubahan, dan penggantian Kusuka
elektronik (e-Kusuka) dan Kusuka yang sedang
berproses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019 tentang Kartu
Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-
KP/2019 tentang Kartu Pelaku Utama Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1314), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2022
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1357

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PERMOHONAN KUSUKA

|  RAHASIA |

KUSUKA-P

0

ey

FORMULIR PERMOHONAN DAN PERUBAHAN PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG PERSEORANGAN

1. IDENTITAS PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG

101 Tipe Formulir *)

102 Nomor NIB

103 Kelengkapan Administratif
104 Nomor NIK*)

105 Nama (Sesuai KTP) *)

106 No. Kusuka *)

107 Status Pelaku Usaha

108 Nomor NPWP

109 Nomor SIUP/TDP/Penganti TDP
110 Jenis Kelamin *)

111 Tempat/Tanggal Lahir *)

112 Nomor HP *)

113 Email

114 Alamat sesuai KTP*)

115 Alamat Surat Menyurat/Domisili
116 Pekerjaan sesuai KTP *)

117 Status Perkawinan *)

118 Jumlah anggota keluarga ditanggung, tidak termasuk diri sendiri
.. :

119 Pendidikan yang ditamatkan *)

120 Jenis Pelaku kP *' )

121 Jenis Pelaku Usaha Utama Sektor kP *
122 Jenis Pelaku Usaha Tambahan Sektor k!

123 Jenis Pelaku Pendukung ¥

124 Apakah usaha/kegiatan dilakukan sendiri atau berkelompok? *) :

125 Apakah menjadi anggota Kelompok atau Koperasi? *)
126 Nama Kelompok atau Koperasi
127 Kepemilikan Asuransi*)

128 Nomor Polis Asuransi

Keterangan:

1). Wajib melampirkan surat keterangan RT/RW setempat;
2). Wajib melampirkan surat keterangan kematian
3).Jenis Pelaku Usaha KP:

*) Wajib Diisi/Dilampirkan

l:l Permohonan Baru
e

l:lPerubahan (Isi/perbaiki data dimana terjadi perubahan saja )

Tanggal (DD / MM / YY) : L]

N Y O O O
N N A I

1. Aktif

l:ISurat Keterangan Profesi

[ ] |
| 1]
[ ] [

‘ (Diisi untuk tipe formulir Perubahan)

4. Nonaktif karena alih profesi di luar sektor

B
2. Aktif, Pindah Domisili dan Lokasi Usaha Kelautan dan Perikanan

3. Nonaktif (>= 12 bulan) karena tidak memiliki biaya operasional 5. Nonaktif karena meninggal dunia ?

1. Laki-Laki 2. Perempuan I:l
/ w [ [ ] wl T ] o[ [ T[]
N N Y B O
Prov: Kab/Kota : Kec :
1. Menikah 2. Belum Menikah 3. Cerai
,,,,,,,,,,,,, Orang
1. Tidak Tamat SD 2.5D 3. SMP 4. SMA 5. Perguruan Tinggi

1. Pelaku Usaha
Jika pilihan 2 langsung ke nomor 123

2. Pelaku Pendukung

( pilih salah satu kode profesi pada keterangan )

Y

L L]

( pilih kode profesi pada keterangan )

( pilih kode jenis pelaku pendukung)
1. Sendiri 2. Berkelompok
1.Ya 2. Tidak

Upload data dukung (SK Pendirian/SK Pengesahan)

Dl.AsuransiKesehatan E]Z,Asuransi Ketenagakerjaan DS.AsuransiUsaha DS,Lainnva l:lS‘Tidak Memiliki

1.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di sektor kelautan dan perikanan.

2. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang mendukung usaha dan/atau kegiatan di sektor kelautan dan perikanan.

4). Kode Jenis Pelaku Usaha utama dan tambahan :
Pelaku Usaha

101 Subsektor Pengelolaan Ruzng Laut
201 Subsektor Penangkapan lkan

202 Subsektor Pengangkutan Ikan

301 Subsektor Pembudi daya lkan

401 Subsektor Pengolahan lkan

402 Subsektor Pemasaran Ikan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih. kkp.go.id/




- 19 -

Bl Penduiarg -
11 Peberja pergusabaan priwisata alam perairan i kawasan kerservasi, Kawasan Svategs Masicral Tertenss Kawasan Strategis Nosicedl, dan Kawasan Aetar Wiy
102 Peberia pergarghatan benca muatan kipal ergham
13 Pemilikgufamg gram
14 Penggampambakgaram
105 Pekeria i B darmakdog

Pekezja i krelog

107 Pekeria i prmarizate i fut sehain g

108 Pekeria i peloksana eklamani

108 Pekeria i prmarizate pulaw pulaukeri| dan perivan d sdkitaoye ddam rngha Penarman Medal irg

ekeria di permarfaatn jenisi kan yang dilindung dan/atu yarg trmasukdalam opeendic Convention on hiematonal Trade Endm Spede of Wit Fawna ond Fbra i

Pekeja i emarfaat msic last
12 Pekerja
21 Pekerja i am Kipal perargdap dar pengmghut kan

53t tirta lannya

202 Pengargut ikan ci pdabuban, tempat peidangan kan, din smira nelaymn
201 Peerja i pemberiban kan

202 Peerja i pembearan kan

X3 pekerja 6 jasa samara produdsibudidaya ikar:

jasa procus i buddaya kar

jasa panca pnen budidaya ikan
01 Pekerja ci pergclabaniken

402 Pokerja usaba jasa pmca pnen perargh g kan

01 Pekarja i pemusar ik

404 Pokerja usaba jasa panca panen penargh g ikan dilautdan i perainar damat
A5 Pokerja usaba jasa panca panen budicaya kan st air towar, 6an d pyais
06 Pekerja jma swrar produkei buicaya ikan

07 Pekerja jma proded butidayaikan lau

PENGESAHAN

Tanzzsl DD/ MM ¥V LTt 1 1]

2001 Nzma Petugas Pendatazn

2002 Nomor Tefp. [ HP Petugs

2003 Nama Peldiu Usana

2004 Nomor Tefp. [ HP Pelgku Ussha

2005 TandaTangan Petugas : 2008 Tanda Tangan Peawulsahz
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a. Subsektor Pengelolaan Ruang Laut

SUBSEKTOR PENGELOLAAN RUANG LAUT

1501 Jenis Profesi %)

1602 Total Pendapatan Kotorfomzet Tahunan *)

1503 Kegiatan Usaha

l:l 1 Utama 2 Tamizhan

Rp...

Pengusanaan parwisata alam peraitan i kawasan konservas, Kawasan Strategs Nasional Tertenty, Kawasan Srrategis Nasional, dan Kawasan Amar Wiayzh (PerMen KP No

4 tahun 2019) harus mencakup pengartian kalompok
1 Pengangkstan bends mustan kapd tenggsam
3 Produksi garam
4 Biofarmaiolog
5 Biotelknologi
& Pamanfzatanairlaut selgin anag
7 Pelaksanaan reklamasi

2 Pemanfzatan pulzu-puizu ke dan peraan di ssitamya dafam rangea Penanaman Moda Asing

Pamanfaztan jenis fan yang dfndung dan/ztau yang termasuk dalam appendix Convention on Intamational Trade Endangared Soecies of Wild Faunz and Flora |CITES), selain

appendix |
10 Pemanfastan pasir laut

11 Wisata tirta lainnya

PRODUKSI GARAM

1603 Janis Sartifieasi dan Nomar Sertificat yang dimili

1504 Jumiah Lshan yang disiola®)

1505 Lahan Frodulsi Garam *):

l:l 1 Sertifieat Peranmngan Lehan
|:|2.Sa—.'\‘“ca: Frodulc Garam

D 3. Sertifieat Pengdianan Garam

|:|£. Lainnya, sebutican:. ; Mo

[]

lenis Usahayy s Mbk i3 Luzs Lahan Frov : Kanfota: Kec: DesaKdl. -
L L]

Alamat:

FT/ R HF/

lenis Usahayy Luzs Lahan & Frov : Kanfota: Kec: Desa/ ke
L]

Alamat:

FT/ R HF/

leniz Ushay Flaus Mk 2 Luzs Lahan 30 Prow : Kanfota: Kec: DesaKdl. -
L L]

Alamat:

FT/ R

leniz Usshay Flaus Mk 2 Luzs Lahan 30 Prow : Kanfota: Kec: Diesa K

Alamat:

FT/ R

leniz Usahai) Luzs Lahan 30 Prow : Kanfota: Kec: DesaKdl. -

5
Alamat:
FT/ R HF/
1508 Apaiah memilid Gudang Garam *| ‘:I 1¥a 2 Tidak ez ya lanjut ke Jumizh gudang dan Findan gudang
1807 Jumish gudang yang dimiliii*]
1508 Rincian gudang yang dimilid *] -
Hamz Gudang - apamiE ) Tpe Bangunan Gudang |4
1 oy Kabyf¥om: Het:
| |
Alamat lenghan: Tio,/HP Penanggung Jawah :
Hamz Gudang - apamiE ) Tpe Bangunan Gudang |4
2 Py Kah/ffoE: LEH DesafRel - Hama Penangzung lwah
| |

| Alamat lengkan:

in,/HP Fenanggung Jawah :

Websita/ email:

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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Subsektor Penangkapan Ikan dan Subsektor Pengangkutan Ikan

PENANGKAPAN/PENGANGKUTAN IKAN

201 Jenis P L Tambahan

202 Toral Pends

203 &

3, sebutkan ; Moz

3. Tidak memilii

04 Jenis Sertifieasi Keahlian yang dimiik*] . |:| |:| D
g [ANEAPY [ANEAPY [ANEAPY
P o WO o S
|:|.1.'.' Penangkagan kan |:| ek Hzpd Perianzn |:|"".'rrz.se:u'.‘z |:|“dac memilii

l:l-ﬂ:e'z'.a' Rado l:ISP DS-’JJ
I:lsm I:lm‘ Ds« Dm

[

205 kenis

25 Ketrampilan yang dinifi®]

9 a8
2 SENM
FuE SENT
5%
0
1 32 desarianaty g digneten daam petergan . 1. Sehagain BesarWaknu/Nelayan Sambian Uzmz 3 Sehagian kecl vkt Nefzyan samblan tambzhan)

07 A

2kzh sudzh mempunya eoa denyatau A 1. Beum [ Proses
221 g
208 hamlzh kage! Penangian/ Pengan gt lean ) yang
il

209 Jumbah Tota iumuizsi 6T seuru b kagal]
210 KzpalPemengizn Pengangugt fan ™)

Lenghapi databerfint sesuai dengan jumeh kapal yang dimMid |1 baris = 1 kapalfsamn)

Mo Registrad .
Jenisikaha: () ¥4 Jenls Fendamman (%) enisPeramn (3% zates Mk 14 ¥) Jenis Kzgal (5% ;; . Namz Kzgal *] (WPP-NRI(E]]
Ukuran*] AR Uiamz® A Tambzhan Ho_SI / SIKPY / TDKP**) Jumlizh Awzk Kapal {orang)
Jerizlszha-il® krizFeramn (5% ratus Mllk 14 %) Jens kel (%) Hamz Kapel ®) WPP-NRI (8]
1
AR Uiamz® A Tambzhan Ho_SI / SIKPY / TDKP**) Jumlizh Awzk Kapal {orang)
Jens kel (%) Hamz Kapel ®) WPP-NRI (8]
Ukuran*] Dz Masin®) AR Uiamz® A Tambzhan Ho_SI / SIKPY / TDKP**) Jumlizh Awzk Kapal {orang)
Jerizlszhaiy el Fendama (1% krizFerann (3% s halik g %) Jens kgal (s %) Hamz Kapel ®) WPP-NRI (8]
Ukuran*] Dz Masin®) AR Uiamz® A Tambzhan Ho_SI / SIKPY / TDKP**) Jumlizh Awzk Kapal {orang)
34 ratus Mllk 14 %) Jens kel (%) Hamz Kapel ®) WPP-NRI (8]
Ukuran*] Dz Masin®) AR Uiamz® A Tambzhan Ho_SI / SIKPY / TDKP**)

Untu keperiusn validasi irian capy doitumen enthas masing-masing kapal yang dimik {SYSIKD], Pas Besar, Pas Hecl, Surat Keterangn Kepernilian Kapal yang ditandatanganiPenangzung Jawab Terkedl di Wikgh febly Usaha)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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Subsektor Pembudidayaan Ikan

SUBSEKTOR PEMBUDIDAYAAN IKAN

801 Jenis Profesi *)

802 Total Pendapatan Kotor/omzet Tahunan *)

803 Jenis Sertifikasi dan Nomor Sertifikat *)"

2. Tambahan

Dl, Utama

Rp....

D 1 CPIB, No:

D 3 CPPIB, No.:

I:‘ 2 CBIB, No.: D 4 Lainnya, sebutkan: ;No.:
804 Jumlah Jenis Usaha Budidaya yang diusahakan *) pm—— 17/ 5]
805 Jenis Kegiatan Pembudidayaan lkan D 1 Pembenihan ikan; 3 Jasa sarana produksi budi daya ikan; 5 Jasa pasca panen budi daya ikan.
2 Pembesaran ikan; 4 Jasa produksi budi daya ikan; dan Jika mengisi 1 dan 2 lanjutkan ke 805
806 Rincian Jenis Usaha Budidaya : jika klasifikasi usaha budidaya adalah pembenihan (nomor 1, 2 dan 3), maka pertanyaan rata-rata jumlah induk per tahun agar diisi
Klasifikasi : (2) Status Milik: (3) Jika status milik sewa, . .
Periode sewa (4): Total Luas Lahan: Luas Lahan digunakan Jenis Ikan Utama
Nama Pemilik:
| O N - ;
1 Jenis kan Tambah jika klasifikasi dipilin no. 1,2 & 3 Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel.:
Jenis Ikan Tambahan
Rata-rata jumlah induk per tahun |
(ekor) Teknologi Budidaya (5) : EI Lintang (Latitude )
Alamat :
Bujur (Longitude)
Klasifikasi - (2 Status Milik: (3 Jika status milik
@ @ kastatus milk sews, Periode sewa 4): Total Luas Lahan: Luas Lahan digunakan Jenis lkan Utama
Nama Pemilik:
| O [ - -
2 Jnis lkan Tambah ljika klasifikasi dipilih no. 1,2 & 3 Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel.:
Jenis Ikan Tambahan
Rata-rata jumlah induk per tahun |
(ekor) Teknologi Budidaya (5) : l:\ Namat: .. Lintang (Latitude )
Bujur (Longitude)
Klasifikasi : (2, Status Milik: (3 i i
ke 2 atus ik ) Jkastatus il sev, Periode sewa (4): Total Luas Lahan: Luas Lahan digunakan Jenis lkan Utama
Nama Pemilik:
| O N - :
3 Jenis lkan Tambah jika Klasifikasi dipilih no. 1,2 & 3 Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel.:
Jenis Ikan Tambahan
Rata-rata jumlah induk per tahun T v . |
(ekor) Teknologi Budidaya (5) : Namat Lintang (Latitude )
Bujur (Longitude )
Klasifikasi - (2 Status Milik: (3 iki lik
g @ gl fika status mi “ isewa, Periode sewa (4): Total Luas Lahan: Luas Lahan digunakan Jenis lkan Utama
Nama Pemilik:
| O [ : ;
4 Jnis lkan Tambah jika klasifikasi dipilih no. 1,2 & 3 Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel.:
Jenis Ikan Tambahan
Rata-rata jumlah induk per tahun |
(ekor) Teknologi Budidaya (5) : E\ Namat - .. Lintang (Latitude )
Bujur (Longitude)
Klasifikasi - (2 Status Milik: (3 Jika status milik
@ @ @ status milk sews, Periode sewa (4): Total Luas Lahan: Luas Lahan digunakan Jenis lkan Utama
Nama Pemilik:
| O [ - ;
5 Jnis kan Tambah ljika klasifikasi dipilih no. 1,2 & 3 Prov Kab/Kota : Kec: Desa/Kel.:
Jenis kan Tambahan
Rata-rata jumlah induk per tahun T o I |
(ekor) Teknologi Budidaya (5) : I:‘ Namat . Lintang (Latitude )
Bujur (Longitude)
Jika melakukan kegiatan ekspor/impor/antar pelabuhan/domestik lanjutkan PROFES| TAMBAHAN PEMASAR ANTAR PELABUHAN
Keterangan:
(1) Seniikasi 1.CPIB:Cara Pembenihan Ikan yang Bik ;2. CBIB: Cara Budidaya fkan yang Baik; 3. CPPI: Cra Perbuaten Pakan [kan yang Baik

(2] Masifikas erir dar

Pembenihan lkan Konsumsi 01 Pembenih

Laut; 02 ded Payau;03. Pembenihan dan Pendederan Air Tawar;

Pembenihan fkan Hias 04.Pembeninan fkan Hias A aut; 05 Pemberifan lan Hias Al Tawar
Pembesaran fkan Konsumsi 06. Rumput Laut;07. Jaring Apung Laut; 08, Laut Lainnya; 09, Tambzk Intensif; 10. Tambak Semi Intensif; 1. Tambak Sederhana; 12. Kolam A Tenang; 13. olam A Deras;
14. Karambz; 15 Jaring Apung Tawar; 16. Jaring Tancap Tawar; 17. Minapadi (Sawah); 18.lring Tancap Laut

Pembesaran lkan Hias 19.Pembesaran fkan Hias A Laut; 20, Pembesaran lan Hias Al Tawar
(3) Status Milik 1.Milik Sendi; 2. Sewa; 3 Kerjasama/Bag Hasil
(4). Periode Sewa : 1. Tahunan; 2. Semesteran; 3. Bulanan; 4. Musiman

(5} Teknologi Budidaya : 1. Boflok; 2.Sederhana; 3. Semi Intenif; 4. Intensif; . Super ntensif; 6. ffshore

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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d. Subsektor Pengolahan Ikan

SUBSEKTOR PENGOLAHAN IKAN

1301 Nama Usaha/UPI *)
1302 Jenis Profesi *)

1303 Total Omzet per Tahun *)

1304 Total Nilai Aset Produksi *)

1305 Rata-rata Volume Produksi Per Hari*)

1306 Apakah memiliki Cold Storage *)
1307 Jumlah Cold Storage *)
1308 Kapasitas per unit Cold Storage

1309 Kapasitas Total Cold Storage

1310 Sertifikasi yang dimiliki

1311 Kepemilikan Modal *)

1312 Jumlah Pekerja *)

1313 Jumlah Hari Kerja/Tahun
1314 Jumlah Jenis Kegiatan Pengolahan *)

1315 Jenis Kegiatan Pengolahan *)

: l:ll Utama 2.Tambahan
: I:L Rp. £2.000.000.000 (Mikro)

3. Rp. >15.000.000.000 - 50.000.000.000 (Menengah)

: Dm Rp. <1,000.000.000 (Mikro)

3. Rp. >5.000.000.000 - 10.000.000.000 (Menengah)

: Di‘ <1000 Kg
)

2. Rp. >2.000.000.000 - 15.000.000.000 (Kecil)

4.Rp. >50.000.000.000 (Besar)

2. Rp. >1.000.000.000 - 5.000.000.000 (Kecil)
4.Rp. >10.000.000.000 (Besar)

2.1000 - 5000 Kg

I:]'ﬁdak

3.>5000 Kg

Unit
Ton
Ton

Ton

Ton
Ton

Ton

: I:ISKP,nomor:.
[ [ o
: DPMDN

1. Tetap

I:IApprova\ Number
I:IPMA Negara Asal PMA......

Laki-laki

Perempuan :

2. Tidak Tetap

Laki-laki Perempuan :

l:lla‘mnya

(1). ik tkan Konsumsi (UPI),Kegiatan

ks Non Konsumsi (UPHPN), Komoditas

1.Penanganan kan Hidup; 2.Pendingi gesan lkan; 3 geringan Ikan; 5. Pemindangan Ik

88
10.Pengolahan Berbasis Daging Lumatan dan Surimi; 11 Ikan; 12 Pengolahan y 13

dan Pengolahan Lainnya.

14, Ikan Hias; 15. Mutiara; 16. Tanaman Hias Air; 17. Kekerangan; 18. Rumput Laut; 19. Ikan dan Bagian-bagiannye;
20.Garam; 21 Krustasea; 22. Teripang; 23. Landak Laut; 4. Kuda Laut; 25. Koral; 26, Mangrove; 27 Mikroalga; 28. Artemia.

ik hanya memiliki Cold torage saja, silahkan pilih profesi tambahan PEMILK COLD STORAGE

(2). Sebutkan jenis produk hasil olahan yang dihasilkan, contoh: Bakso, Pem-pek, Perhiasan Mutiara, Sarden, Obat, Agar-agar, Gelatin, Tepung Ikan, dan lain-lain

) 3 . Kemampuan Produksi Maksimum *) : . . .
Kegiatan/Komoditas : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum/bulan : Jumlah bulan Produksi/tahun :
I:I:I Kg/Hari ... Kg/Bulan .. Bulan
1 Prov: Kab/Kota: Kec: Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tlp. .. Bujur (Longitude )
i Maksimum *): i R
Kegiatan/Komoditas : (1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *) : Kemampuan Produksi Maksimum/bulan : umizh bulan Produksi/tahun -
l:l:l s KgIHaM s KG/BUIAN —- 1}
) Prov Kab/Kota : Kec: Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude)
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
Kemampuan Produksi Maksimum *) : Jumlah bulan Produksi/tahun :
Kegiatan/Komoditas : (1) Jenis Produk Olahan (2): P ) Kemampuan Produksi Maksimum/bulan : 4
D:\ cssnnnnnens KGIHaI e KG/BUIAN rnrnenens BUIAN
5 P Kab/Kota: Kec: Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tlp. .. Bujur (Longitude )
i Maksimum #): I R
Kegiatan/Komoditas : (1) Jenis Produk Olahan (2): Kemampuan Produksi Maksimum *): Kemampuan Produksi Maksimum/bulan : lumlah bulan Produbsiftzhun :
I:E\ Kg/Hari Kg/Bulan Bulan
Prov: Kab/Kota : Kec: DesalKel. :
4
Alamat: Lintang (Latitude)
/T, . Bujur (Longitude )
. . . Kemampuan Produksi Maksimum *) : . B Jumlah bulan Produksi/tahun :
Kegiatan/Komoditas : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum/bulan :
l:l:l Kg/Hari ... Kg/Bulan .. Bulan
5 Prov Kab/Kota: Kec: Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
Keterangan:

Pembuatan Minyak ikan; 7.Pengolahan Rumput Laut; 8 engalengan Ikan; 9 Pengasapan/Pemanggangan Ikan;

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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1316 Jenis Bahan Baku UPHPN *) :

Kemampuan Produksi
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum *) : ,p Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
Ikan Hias ...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan . Kg/Bulan .. Bulan
1 |Prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tip. Bujur (Longitude )
i . N Kemampuan Produksi §
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum *) : L o Jumlah bulan Produksi/tahun :
Mutiara ....... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan .. Kg/Bulan .. Bulan
2 |prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tip. Bujur (Longitude )
Kemampuan Produksi
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2): Kemampuan Produksi Maksimum *) : pu o kst Jumlah bulan Produksi/tahun :
ulan :
l:l:l Tanaman Hias A «...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan .. Kg/Bulan ... Bulan
3 |prov Kab/Kota Kec Desa/Kel.:
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
Kemampuan Produksi
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2): Kemampuan Produksi Maksimum *) : pu o kst Jumlah bulan Produksi/tahun :
ulan @
‘ ‘ | Kekerangan ...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan .. Kg/Bulan .. Bulan
4 |prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
. Kemampuan Produksi .
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum *) : P Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
[ ] ]  remeuttant .. Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan . Kg/Bulan . Bulan
5 |prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
i Kemampuan Produksi i
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum *) : N Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
l:l:l Ikan dan Bagian- Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
6 |prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tip. Bujur (Longitude )
Ke Produksi
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum *) : emam,pua" rocuist Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
I:I:I Garam Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan Bulan
7 |prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tip. Bujur (Longitude )
i K K Kemampuan Produksi K
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum *) : § A Jumlah bulan Produksi/tahun :
l:l:l Crustacea ....... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan .. Kg/Bulan .. Bulan
8 |prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tip. Bujur (Longitude )
[ Produksi
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2): Kemampuan Produksi Maksimum *) : emampuan Froduist Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
Teripang ...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan . Kg/Bulan .. Bulan
9 [|prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tip. Bujur (Longitude )
i i Kemampuan Produksi K
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum *) : § Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
‘ ‘ | Bulu Babi e Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan . Kg/Bulan . Bulan
10 |Prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tip. Bujur (Longitude )
. . Kemampuan Produksi .
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum *) : N Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
Kuda Laut ...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan .. Kg/Bulan .. Bulan
11 |prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tip. Bujur (Longitude )
i . N Kemampuan Produksi §
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum *) : L o Jumlah bulan Produksi/tahun :
Koral ....... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan .. Kg/Bulan .. Bulan
12 [prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tip. Bujur (Longitude)
. i Kemampuan Produksi R
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) : Kemampuan Produksi Maksimum *) : | P o Jumlah bulan Produksi/tahun :
Mangrove ...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan . Kg/Bulan .. Bulan
13 |prov Kab/Kota Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tip. Bujur (Longitude )

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)

Jenis Produk Olahan (2):

Kemampuan Produksi Maksimum *) :

Kemampuan Produksi
i bulan :

Jumlah bulan Produksi/tahun :

L[]

Mikroalga

,,,,,,, Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan

.. Bulan

14 |prov

Kab/Kota:

Desafkel.

Alamat:

HP/Tlp.

Lintang (Latitude) :
Bujur (Longitude) :

Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)

Jenis Produk Olahan (2) :

Kemampuan Produksi Maksimum *) :

Kemampuan Produksi
Maksimum/bulan :

Jumlah bulan Produksi/tahun :

....... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan

e BUlan

15 |prov

Kab/Kota :

Alamat:

HP/Tlp.

Bujur (L

Lintang (Latitude) :

jtude) :

1 /.

Jika kegiatan ekspor/imp

Keterangan:

(1). Jika Non Konsumsi (UPHPN), Komoditas

Jika hanya memilii Cold Storage saja,silahkan piih profesi tambahan PEMILIK COLD STORAGE

(2). Satuan Kemampuan Produksi Maksimum Ke/ekor/unit/liter disesuaikan dengan satuan Komoditas

ik lanjutkan PROFESI TAMBAHAN PEMASAR ANTAR PELABUHAN

01. Ikan Hias; 02. Mutiara; 03. Tanaman Hias Air; 04 Kekerangan; 05 Rumput Laut; 06. Ikan dan Bagian-bagiannya;
07. Garan; 08. Crustacea; 09. Teripang; 10. Bulu Babi; 11. Kuda Laut; 12.Koral; 13. Mangrove; 14. Mikroalga; 15. Artemia;

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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e. Subsektor Pemasaran Ikan

SUBSEKTOR PEMASARAN IKAN

1201 Jenis Profesi *) : \:Il. Utama 2. Tambahan
1202 Total Omzet per Tahun *) R,
1203 Jumlah Pekerja *) L Tetap © e OTANG; Laki-laki FU—-E PEIEMPUAN : ..o OTANG

2. Tidak Tetap orang; Laki-laki .orang; Perempuan : . orang
1204 Jenis Kegiatan®) : \:Il. Pemasar Ikan 2. Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan di perairan darat Jika diisi no 1 lanjutkan 1205 sampai dengan 1209
1205 Metode Pemasaran : I:Il. Dilakukan dalam jaringan (daring) 2. Dilakukan di luar jaringan (Luring) 3. Keduanya
1206 Tujuan Pemasaran *) : ‘:Il. Kab/Kota Sendiri |:|z. Luar Kab/Kota dalam Provinsi Ds. Luar Provinsi |:|4. Luar Negeri
1207 Tujuan Konsumen/Konsumen Akhir *) : \:Il. Perseorangan 2. Pedagang lkan 3.Pengolah lkan MK 4.pengolah lkan MB

5. Horeka” 6. Pasar Institusional” 7. Pasar Modern

1208 Jumlah Sarana Pemasaran yang dimiliki*)

1209 Sarana Pemasaran lkan *) :

Nama Pasar/TP|/lainnya: Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel. :
s [
P IS S ) v — |
Grosir |Alamat Kios: Lintang (Latitude )
Jenis Usaha: (2)
Eceran Hp/Tlp. Bujur (Longitude )
Nama Pasar/TPI/lainnya: Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel. :
Jenis Lokasi: (1) |

)
Grosir | Alamat Kios:
Jenis Usaha: (2)
Eceran HP/Tlp. .

Prov

Nama Pasar/TPl/lainnya: Kab/Kota : Kec Desa/Kel. :

Jenis Lokasi: (1) | |

s
Grosir  |Alamat Kios:
Jenis Usaha: (2)
Eceran HP/TIp.

[]

Nama Pasar/TP|/lainnya: Prov Kab/Kota : Kec
Jenis Lokasi: (1)
PR s S S R I —— |
Grosir | Alamat Kios:
Jenis Usaha: (2)
Eceran HP/TID. o .
Nama Pasar/TP/lainnya: Prov Kab/Kota: Kec Desa/Kel. :

Jenis Lokasi: (1) | I

s
Grosir ~ |Alamat Kios:
Jenis Usaha: (2)
Eceran HP/TIp.
Keterangan

(1) Jenis Lokasi : 1. Pasar Tradisional ; 2. TPI; 3. Pasar Moderen; . e-Marketplace; 5. Pedagang kelling
(2). Boleh piih lebih dari satu
(3). Horeka :Hote, Restoran, dan Katering

[]

(4] Pasar Institusional seperti Rumah Sakit, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Asrama, .

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih. kkp.go.id/
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT KUSUKA

1. Kusuka untuk Pelaku Usaha

. o o
KUSUKA = @@ /.

Y o -
b \ - b -‘},
(+) KUSUKA ( 4

[ arte Petotas Uneha Sakiey Snkinion o vk «
’ . o

AY )

TAMPILAN DEPAN

TAMPILAN BELAKANG

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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2. e-Kusuka untuk Pelaku Usaha

e-KUSUKA

P/ Na Ao (none Sebior Sebiien: des Perions KAty P Usere Sebr Galiamae des Pastanes

.) e-KUSUKA

TAMPILAN DEPAN

TAMPILAN BELAKANG

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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3. Kusuka untuk Pelaku Pendukung

‘.G)} KUSUKA v + ) KUSUKA

Lt Pahs Perdaung Sets kmtw s Perkare --lt’ "l Cots ek Merdhany Skt Kantatan e Padhanan
-

= ,
E .., " dp’l"

—,ﬂ'

TAMPILAN DEPAN

TAMPILAN BELAKANG

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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4. e-Kusuka untuk Pelaku Pendukung

<A
1 s‘ ;e'KUSUKA -

3 Gt e Perénong Seht Nmtan € Parharer ,/"'

Y
\
NS

(+) e-KUSUKA

/ harts Pemhs Pendclung Sents Ketatan des Perdarae _’;"

S A

Kab. Pamekasan, MADURA
P e

- aky Soumur Hidup '7’
T | A S~

TAMPILAN DEPAN

TAMPILAN BELAKANG

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih. kkp. go.id/
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PERUBAHAN
KUSUKA ELEKTRONIK (E-KUSUKA) ATAU KUSUKA

RAHASIA |

FORMULIR PERMOHONAN DAN PERUBAHAN PELAKU USAHA BADAN USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG KELOMPOK MASYARAKAT

[ KUSUKA-K

ey

1. IDENTITAS PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG

101 Tipe Fommulir *)

102 Mo Kusuka ¥

103 Statur Pelfaku Ussha

104 Bentuk Badan Ussha™

105 Mama Badan Ussha )

106 AksmatBadan Ussha *)

107 Mo Telp ")

108 Ema

109 Aksenat Surat Meryurat/Domisi

110 Komar induk Besusaha (NI8]
111 Homor HPWP

112 Womar SIP

113 Momor TO?/ pengganti TOP
114 Nomor Akte Pendirian

115 Momor SK Pergesshan

16 Momor induk Koperas

17 Namor BPE Ketmagakes,

118 Nomor 87K Kesshata

119 Jenis Pefaku kP 7

110 Jenis Peiaky Usaha Utama sektor kP

1M Jenis Pefaku Usaha Tambskhon sektor kP

127 Jenis Pefaku Pendukung
123 Mama Penarggung lawab )

124 N { Nomor KITAS °)

115 Alamat®)
6 Mo Teln ™)
17

¥ Pekerjoan Penanggung Jaweh sesusi KTP

4. Monakiif karens aBh profesi di huer sektor elautan dn I:I
Pesikanan

5. Honakiif karena meninggal dunia

I i N P B

2.

 Pindsh Domizili dan Lokasi Ussha

3. Norakti | >= 12 bulan) karena tidsk memiliki bizya operasions!

Kelergkagan admis

[ e

miNomor Akta Pendirian dan Nomor induk Koperasi

[ Joseepenian

B pilhan koperasi, waj
2 Badan Usaka Koperas:
Kelergkagan admistatil -
3. Badan Usahe Pemerintah

Kelergkagan admistatil -

RT R
Prov s /Kana: e K e
Kode Pos -

RT R
Prov s Kec: Dl : .

e 0

Contact Person ) =

1. Pefaku Ussha

2. Pty Pendukurg ]

iz pifhan 1 ket ke nomor 119 dan ateu 120, fapien 2 lngsung ke nomar 121
{ pilih salah st kode petsku ussha pads keterangan)
{ il knde peldku usaha pada keterangan)

T3 -

{ pilih sakah satu kde jeris pelaku pendukung)

[ I T S ——

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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KetErangan
1) B b b B Ui i

21 K s Palih ke

PELAK AR

2L K b

rizg

lompok magyarakat pemanfatan Esa
mp ok wisatz b

mpok magya
0 lannya

104 Kelompok magyara

mpok magyarakat pengawas ekogisiem

mpok magya 25 i

mpok magya

2001 Mama Petugas

2002 Momor Tep.

2003 Mama Pelaky Usal

2004 Momor Tep. Pelaiu Usaha/

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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a. Subsektor Pengelolaan Ruang Laut

SUBSEKTOR PENGELOLAAN RUANG LAUT

1601 Jenis Profesi *)

1602 Total Pendapatan Kotor/omzet Tahunan *)

1603 Kegiatan Usaha

I:I 1 Pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Kawasan Strategis Nasional, dan Kawasan Antar Wilayah (PerMen KP No 24]

2. Tambahan

2 Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam

3 Produksi garam
4 Biofarmakologi

5 Bioteknologi

6 Pemanfaatan air laut selain energi

7 Pelaksanaan reklamasi

8 Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing

9 Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang termasuk dalam appendix Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), selain g

10 Pemanfaatan pasir laut

11 Wisata tirta lainnya

PRODUKSI GARAM
1603 Jenis Sertifikasi dan Nomor Sertifikat yang dimiliki I:IL Sertifikat Perancangan Lahan
I:IZ‘ Sertifikat Produksi Garam
I:I& Sertifikat Pengolahan Garam
I:IA‘ Lainnya, sebutkan:. ; No.:
1604 Jumlah Lahan yang dikelola*)
1605 Lahan Produksi Garam *) :
Jenis Usaha (1) Status Milik: (2) Luas Lahan (3): Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel. :
L] L] "
1
Alamat Lintang (Latitude)
HP/Tlp. : . Bujur (Longitude)
Jenis Usaha (1) Status Milik: (2) Luas Lahan (3): Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel. :
mEEE
2
Alamat: Lintang (Latitude)
HP/Tlp. : Bujur (Longitude)
Jenis Usaha (1) Status Milik: (2) Luas Lahan (3): Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel. :
L L [
Alamat: Lintang (Latitude)
HP/Tlp. : .. Bujur (Longitude)
Jenis Usaha (1) Status Milik: (2) Luas Lahan (3): Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel. :
(] ] | — .
4
Alamat: Lintang (Latitude)
HP/Tlp. . Bujur (Longitude)
Jenis Usaha (1) Status Milik: (2) Luas Lahan (3): Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel. :
[] [] mz
5
Alamat: Lintang (Latitude)
HP/TIp. : . Bujur (Longitude)
1606 Apakah memiliki Gudang Garam *) I:I 1Ya 2 Tidak Jika ya lanjut ke Jumlah gudang dan Rincian gudang

1607 Jumlah gudang yang dimiliki*)

1608 Rincian gudang yang dimiliki *) :

nit

Nama Gudang : Kapastitas *) Tipe Bangunan Gudang (4)
]
1 Prov: Kab/Kota: Kec Desa/Kel. : Nama Penanggung Jawab
Alamat lengkap: Lintang (Latitude) Tlp./HP Penanggung Jawab : Website/email:
Bujur (Longitude)
Nama Gudang Kapastitas *) Tipe Bangunan Gudang (4)
—
2 Prov: Kab/Kota : Kec Desa/Kel. : Nama Penanggung Jawab
Alamat lengkap: Lintang (Latitude) Tlp./HP Penanggung Jawab :
Bujur (Longitude)
Keterangan:

(1). Jenis Usaha : 1.Tambak Garam; 2. Non Tambak Garam

(2). Status Milik : 1. Milik Sendiri; 2. Sewa; 3 Kerjasama/Bagi Hasil

(3). Jika Jenis Usaha : Non Tambak Garam, kosongkan Luas Lahan

(4) Tipe bangunan : 1. Permanen;

2.Semi Permanen; 3. Tradisional (papan, bambu, dan sejenisnya)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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b. Subsektor Penangkapan Ikan dan Subsektor Pengangkutan Ikan

PENANGKAPAN/PENGANGKUTAN IKAN

201 Jenis Prosi
202 Toral Pendapatan Kotorfomzet Tahunan *)

kzsi Uszha yang dim ki dan nomor

206 Jenis Sertifieasi Ketram pilan yang dimifi*)

25 Berdasarkan wakiu yang diginakan dalam pekergan
i :

207 Apckah sudah mempunya epal danatau AN

nzkzsen fienl
208 hamlzh kage! Penangian/ Pengan gt lean ) yang

dmilii

209 Jumlzh Total 6T {skumulzsiGT sshuruh kapal]
210 KzpalPemengizn Pengangugt fan ™)

L Tambahan

|:| 1. CarzPenznganan fan yang Bk (M), Mo
; No:

[ Joon

[ Do

1. Laiiya, sebutkan

3. Tidak memilii

D.ﬁ.\@.n N
D.ﬁ.‘@.n N
|:|.i.'.' Penangkagan kan |:|4= g

[ Joen
[ Jores
Az Kzod Periinan I:I"".'rrz.sem:‘z'.

[ e
I:"dz‘ mesniliki

I:I-'_\ perator Radio
l:lS(\\

Nautka Kzpd Penkanan i
Teknika tagdl Fenkanan SENM
SENT

1. Sehagain BesarWaknu/Nelayan Sambian Uzmz 3 Sehagian kecl vkt Nefzyan samblan tambzhan)

|:|:.S-2 uruh Waktu/nefayan penuh
l:l 1 Sudah

1. Beum [ Proses

Jumish kzpal yang diniBid (1 baris =1 kpalfsamna]

Mo Registrad .
- zushalik 4 %) a4 R Namz Kapal *) WeE (67
Hapa
AR Uiamz® A Tambzhan Ho_SI / SIKPY / TDKP**) Jumlizh Awzk Kapal {orang)
L] ratus Mllk 14 %) Jens kel (%) Hamz Kapel ®) WPP-NRI (8]
1
Ukuran*] Dz Masin®) AR Uiamz® A Tambzhan Ho_SI / SIKPY / TDKP**) Jumlizh Awzk Kapal {orang)
el Fendama 117 LnizFeramn (1% ratus Mllk 14 %) Jens kel (%) Hamz Kapel ®) WPP-NRI (8]
Ukuran*] Dz Masin®) AR Uiamz® A Tambzhan Ho_SI / SIKPY / TDKP**)
Jerizlszhaiy el Fendama (1% b s halik g %) Jens kgal (s %) Hamz Kapel ®) WPP-NRI (8]
Ukuran*] Dz Masin®) AR Uiamz® A Tambzhan Ho_SI / SIKPY / TDKP**)
el Fendama 117 L] ratus Mllk 14 %) L] Hamz Kapel ®) WPP-NRI (8]
Ukuran*] Dz Masin®) AR Uiamz® A Tambzhan Ho_SI / SIKPY / TDKP**) Jumlizh Awzk Kapal {orang)

ing kizpal yang disilld (51P1/S1KP1, Pas Besar, Pas Kedl, Surat Keterangn Ko pemiican Kapal yang ditandstanganiPenanggung Jawab Terkedl b Wiksygh Pelin Usaha)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
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c. Subsektor Pembudidayaan Ikan

SUBSEKTOR PEMBUDIDAYAAN IKAN
801 Jenis Profesi ¥) : DL Utama 2.Tambahan

802 Total Pendapatan Kotor/omzet Tahunan *) : R

D 3 CPPIB, No.: ..
D 4 Lainnya, sebutkan: s No.:

805 Jenis Kegiatan Pembudidayaan lkan : D 1 Pembenihan ikan; 3 Jasa sarana produksi budi daya ikan; 5 Jasa pasca panen budi daya ikan.

803 Jenis Sertfkasi dan Nomor Sertifikat )" : D 1 CPIB, No:

D 2 CBIB, No:

.. Unit/lokasi

804 Jumlah Jenis Usaha Budidaya yang diusahakan *)

2 Pembesaran ikan; 4 Jasa produksi budi daya ikan; dan Jika mengisi 1 dan 2 lanjutkan ke 805

806 Rincian Jenis Usaha Budidaya : jika klasifikasi usaha budidaya adalah pembenihan (nomor 1, 2 dan 3), maka pertanyaan rata-rata jumlah induk per tahun agar diisi

Klasifikasi : (2) Status Milik: (3) Jika status milik sewa,
Nama Pemilik:

Periode sewa (4): Total Luas Lahan: Luas Lahan digunakan Jenis lkan Utama

] O 0 - :

1 . jika Klasifikasi dipilin no. 1,2 & 3 Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel.:
Jenis Ikan Tambahan

Rata-rata jumlah induk per tahun

...ekor) Teknologi Budidaya (5): I:I Lintang (Latitude) .
Alamat : .

Bujur (Longitude)
Klasifikasi : (2) Status Milik: (3] Jika status milik sewa,
@ Bl e stalus mi ‘_ .sewa Periode sewa (4): Total Luas Lahan: Luas Lahan digunakan Jenis lkan Utama
Nama Pemilik:
(1| O ] —

2 . jika Klasifikasi dipilin no. 1,2 & 3 Prov: Kab/Kota : Kec: DesalKel.:
Jenis Ikan Tambahan
Rata-rata jumlah induk per tahun

. [ekor) Teknologi Budidaya (5] : D amat: Lintang (Latitude) .

Bujur (Longitude)
Klasifikasi: (2) Status Milik: (3 ik
@ Bl fl status mlh. .sewa, Periode sewa (4) Total Luas Lahan: Luas Lahan digunakan Jenis lkan Utama
Nama Pemilik:
(11| O ] Z -

3 . jika klasifikasi dipilih no. 1,2 &3 Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel.:
Jenis kan Tambahan
Rata-rata jumlah induk per tahun

ekor) Teknologi Budidaya (5): D amat: ) Lintang (Latitude) ..
Bujur (Longitude )
Klasifikasi : (2) Status Milik: (3] Jika status milik sewa,
@ Bl e status ! ‘_ .sewa Periode sewa (4): Total Luas Lahan: Luas Lahan digunakan Jenis lkan Utama
Nama Pemilik:
(1] O ] : :
4 . jika klasifikasi dipilih no. 1,2 &3 Prov: Kab/Kota : Kec: DesalKel.:
Jenis lkan Tambahan . )
Rata-rata jumlah induk per tahun |
o ko) Teknologi Budidaya (5): D Aamat: ‘ Lintang (Latitude) .
Bujur (Longitude)
Klasifikasi : (2 Status Milik: (3 ik ik
fkasi: 2 ik 3 Jkastatus mi ‘_ .sewa, Periode sewa (4): Total Luas Lahan: Luas Lahan digunakan Jenis lkan Utama
Nama Pemilik:
O] O ] ; :

5 . jika klasifikasi dipilih no. 1,2 &3 Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel.:
Jenis Ikan Tambahan

Rata-rata jumlah induk per tahun

Teknologi Budidaya (5) : . Lintang (Latitude) :.
.. ekor) Alamat : .

Bujur (Longitude )

Jika melakukan kegiatan ekspor/impor/: labuhan/d ik lanjutkan PROFESI TAMBAHAN PEMASAR ANTAR PELABUHAN
Keterangan:
(1) ertikas 1.CPI: Cara Pemberihan Ikan yang Baik; 2. CBIB:Cara Bucidaya Ik yang Baik; 3. CPPB:Cara Pembuatan Pakan kan yangBaik
(2. Nsifkas tedir dar:

Pembenihan kan Konsumsi 0L Pemben ir Lau; 0. Pembeni i Payau; 3. Pemberif i Tavar;

Pertbentan kn Hias 08.Pembenifan kn Hias A Lau; 05 Pembenihan an s ArTawar

Pembesaran fkan Konsursi 06.Rumput Laut; 07, aring Apung aut 08, aut ainnya; 0. 10, Tambak Sei nensif; 11 12.Kolam i Tenang; 3. Kolam A Deras;

14.Karamba; 5. aring Apung Tawar; 1. Jaring Tancap Tawar; 17. Minapadi (Sawah; 18.arng Tancap Laut
Pembesaran Ik Hias 19.Pembesaran lkan Hias AirLaut; 20, Pembesaran kan Hias A Tawer
(3] Status Milk 1Mk Sendi 2. Sews; 3Kerasame/Bagi Hasil
(4. Perode Sewa : 1. Tahunan; 2. Semeteran; 3 Bulanan; 4. Musiman

(5. Teknolog Budidaya : 1. Bioflok; 2. Sederhana; 3. Semi IntensTf 4. Intensif; 5. Supe ntensif . Off shore

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih. kkp.go.id/
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d. Subsektor Pengolahan Ikan

SUBSEKTOR PENGOLAHAN IKAN

1301 Nama Usaha/UPI *)
1302 Jenis Profesi *)

1303 Total Omzet per Tahun *)

1304 Total Nilai Aset Produksi *)

1305 Rata-rata Volume Produksi Per Hari*)

1306 Apakah memiliki Cold Storage *)
1307 Jumlah Cold Storage *)
1308 Kapasitas per unit Cold Storage

1309 Kapasitas Total Cold Storage

1310 Sertifikasi yang dimiliki

1311 Kepemilikan Modal *)

1312 Jumlah Pekerja *)

1313 Jumlah Hari Kerja/Tahun
1314 Jumlah Jenis Kegiatan Pengolahan *)

1315 Jenis Kegiatan Pengolahan *)

: Di‘ Utama 2.Tambahan
: DL Rp. £2.000.000.000 Mikro)

3.Rp. >15.000.000.000 - 50.000.000.000 (Menengah)

: Dm Rp. £1.000.000.000 (Mikro)

3.Rp. >5.000.000.000 - 10.000.000.000 (Menengsh)

: l:\ixiOODKg
[

2.1000-5000 kg

D'ﬁdak

Ton

: l:\SKP, nomor :...
DHa\a\
: DPMDN

1. Tetap

Laki-laki

2.Tidak Tetap

Laki-laki

DAppmva\ Number
DPMA Negara Asal PMA

e OTANG; Perempuan:: ...

e OTANG; Perempuan:: ...

2. Rp. >2.000.000.000 - 15.000.000.000 (Kecil)
4.Rp.>50.000.000.000 (Besar)

2.Rp. >1.000.000.000 - 5.000.000.000 (Kecil
4.Rp.>10.000.000.000 (Besar)

3.>5000Kg

(1) Jike tken Konsumsi UP), Kegiaten

Jika Non Konsumsi (UPHPN, Komoditas

Jika hanya memiliki Cold Storage saja,slahkan pilih

Kemampuan Produksi Maksimurn *) :
Kegiatan/Komoditas : 1) Jenis Produk Olahan (2) P ) Kemampuan Produksi Maksimum/bulan : Jumlah bulan Produksi/tahun :
Ij:] . Kg/Hari . Kg/Bulan .. Bulan
1 Prov: Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:
Alamat: Lintang (Latitude)
HP/Tip. Bujur (Longitude )
i ¥, i .
Kegiatan/Komoditas : 1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *): Kemampuan Produksi Maksimum/bulan : Jumh bukan P fahun:
Ij:] . Kg/Hari . Kg/Bulan .. Bulan
) Prov: Kab/Kota: Kec: Desa/Kel.:
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
i1 ¥, i .
Kegiatan/Komoditas : (1) Jenis Produk Olahan (2): Kemampuan Produksi Maksimun ) Kemampuan Produksi Maksimum/bulan : Jumlh bulan Produks/ahun
D] . Kg/Hari . Kg/Bulan ... Bulan
3 Prov: Kab/Kota: Kec: Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
/T, . Bujur (Longitude )
i Maksimum ) " .
Kegiatan/Komoditas : 1) Jenis Produk Olahan (2): Kemampuan Produlst Maksimum ¢): Kemampuan Produksi Maksimum/bulan : funizh buan Produlsfzhun:
D] . Kg/Hari . Kg/Bulan .. Bulan
Prov: Kab/Kota: Kec: Desa/Kel. :
4
Alamat: Lintang (Latitude )
W/, .. Bujur (Longitude )
i . Kemampuan Produksi Maksimurm *) : Lo Jumlah bulan Produksi/tahun :
Kegiatan/Komoditas: (1) Jenis Produk Olahan (2): Kemampuan Produksi Maksimum/bulan :
[I] .. Kg/Hari . Kg/Bulan S— |
5 Prov: Kab/Kota Kec Desa/Kel.
Alamat: Lintang (Latitude )
I Bujur (Longitude)
Keterangan:

1Penanganan kan Hidup; 2Pendinginan/Pengesan fkan; 3 Pembekuan fkan;  Penggaraman/Pengeringan Ikan; 5 Pemindangan Ikan; 6 Pembuatan Minyak kan; 7 Pengolahan Rumput Laut 8 Pengalengan Ikan; & Pengasapan)Pemanggangan lkan;

10.Pengolahan Berbasis

Ikan 1. dan Pengolahan L

dan Surimi; 11 Ikan; 12 Pengolah

14.Iken Hias; 5. Mutiare; 16. Tanaman Hias Air 17, Kekerangan; 18. Rumput Laut; 19. Ikan dan Bagian bagiannya;
20, Garam; 21. Krustases; 22 Teripang; 23 andak Laut; 4. Kuda Laut; 25.Koral; 26, Mangrove; 27. Mikroalga; 28, Aremia

bah: COLD STORAGE

(2). Sebutkan jenis produk hasil olahan yang dihasilkan, contoh: Bakso, Pem-pek, Perhiasan Mutiara, Sarden, Obat, Agar-agar, Gelatin, Tepung Ikan, dan lain-lain
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1316 Jenis Bahan Baku UPHPN *) :

Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)

Jenis Produk Olahan (2)

Kemampuan Produksi Maksimum *) :

Kemampuan Produksi
Maksimum/bulan :

Jumlah bulan Produksi/tahun :

I:I:I Ikan Hias ... Kg/€kor/unit/liter per Hari/minggu/bulan ... Kg/Bulan ... Bulan
1 |prov: Kab/Kota: Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *) : Kemampuan Produksi Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
Mutiara ... Kg/kor/unit/liter per Hari/minggu/bulan ... Kg/Bulan ... Bulan
2 |prov: Kab/Kota: Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tip. Bujur (Longitude )
Ke Produksi
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1 Jenis Produk Olahan (2] Kemampuan Produksi Maksimum *) : emampuan Frocuis! Jumlah bulan Produksi/tahun :
Tanaman Hias Aj ... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan ... Kg/Bulan ... Bulan
3 |prov: Kab/Kota: Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *) : Kemampuan Produksi Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
Kekerangan ... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan ... Kg/Bulan ... Bulan
4 |Prov: Kab/Kota : Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
Ke Produksi
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *) : emampuan Frocuksi Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
Rumput Laut «...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan .. Kg/Bulan ... Bulan
5 |prov: Kab/Kota : Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
K Kemampuan Produksi K
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *) : Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
I:I:] Ikan dan Bagian| < Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan ... Kg/Bulan ... Bulan
6 [prov: Kab/Kota: Kec Desa/Kel.
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tlp. Bujur (Longitude )

Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)

Jenis Produk Olahan (2)

Kemampuan Produksi Maksimum *):

Kemampuan Produksi

Jumlah bulan Produksi/tahun :

k bulan :
Garam ... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan ... Bulan
7 |Prov: Kab/Kota : Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP /T, Bujur (Longitude )
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *) : Kemampuan PLwld"k‘s‘ Jumlah bulan Produksi/tahun :
I:I:] Crustacea ...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan ... Kg/Bulan .. Bulan
8 [prov: Kab/Kota: Kec Desa/Kel
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
Ke P i
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *) : e"‘?mpuan :o.dUk_s‘ Jumlah bulan Produksi/tahun :
Teripang ...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan ... Kg/Bulan .. Bulan
9 [prov: Kab/Kota: Kec Desa/Kel
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *) : Kemampuan Produksi Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
Bulu Babi ...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan ... Kg/Bulan .. Bulan
10 [Prov: Kab/Kota: Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tip. Bujur (Longitude)
K Kemampuan Produksi K
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *) : Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
I:I:] Kuda Laut ...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan ... Kg/Bulan .. Bulan
11 [prov: Kab/Kota: Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
Ke Produksi
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *) : emampuan Produksi Jumlah bulan Produksi/tahun :
Maksimum/bulan :
I:I:] Koral «...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan ... Kg/Bulan ... Bulan
12 |prov: Kab/Kota : Kec Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tlp. Bujur (Longitude)
Jenis Bahan Baku UPHPN : (1) Jenis Produk Olahan (2) Kemampuan Produksi Maksimum *) : Kemampuan P:cldm(‘s‘ Jumlah bulan Produksi/tahun :
I:I:] Mangrove ...... Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan ... Kg/Bulan .. Bulan
13 [prov: Kab/Kota: Kec Desa/Kel.
Alamat: Lintang (Latitude) :
HP/Tlp. Bujur (Longitude)
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Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)

Jenis Produk Olahan (2) :

Kemampuan Produksi Maksimum *) :

Kemampuan Produksi
bulan :

Jumlah bulan Produksi/tahun

L[]

Mikroalga

s Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan

... Kg/Bulan

.. Bulan

14 |prov:

Kab/Kota :

Kec:

Desa/Kel. :

Alamat:

HP/Tip.

Lintang (Latitude )

Bujur (Longitude )

Jenis Bahan Baku UPHPN : (1)

Jenis Produk Olahan (2) :

Kemampuan Produksi Maksimum *) :

Kemampuan Produksi
Maksimum/bulan :

Jumlah bulan Produksi/tahun

Artemia . Kg/ekor/unit/liter per Hari/minggu/bulan Kg/Bulan ... Bulan
15 |prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel. :
Alamat: Lintang (Latitude )
HP/Tlp. Bujur (Longitude )
Jika kegiatan ik lanjutkan PROFESI TAMBAHAN PEMASAR ANTAR PELABUHAN
Keterangan:

(1). Jika Non Konsurmsi (UPHPN), Komoditas

01.Ikan Hias; 02. Mutiara; 03. Tanaman Hias Air; 04 Kekerangan; 05 Rumput Laut; 06. Ikan dan Bagian-bagiannya;
07. Garam; 08. Crustacea; 09. Teripang; 10. Bulu Babi; 11. Kuda Laut; 12. Koral; 13. Mangrove; 14. Mikroalga; 15. Artemia;

Jika hanya Storage saja, silahkan pilih pr

PEMILIK C(

(2). Satuan Kemampuan Produksi Maksimum Kg/ekor/unit/lter disesuaikan dengan satuan Komoditas
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e. Subsektor Pemasaran Ikan

SUBSEKTOR PEMASARAN IKAN
1201 Jenis Profesi *) : Dl‘ Utama 2.Tambahan
1202 Total Omzet per Tahun *) T
1203 Jumlah Pekerja *) L Tetap : o OFANG; Laki-laki © sesreranns OANG; PEreMPUAN : woevevrverenens OFANG
2. Tidak Tetap : —lr)-4 Laki-laki R ) PErempuan : ........uwen OFANG
1204 Jenis Kegiatan*) : l:ll. Pemasar lkan 2. Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan di perairan darat Jika diisi no 1 lanjutkan 1205 sampai dengan 1209
1205 Metode Pemasaran : l:ll. Dilakukan dalam jaringan (daring) 2. Dilakukan di luar jaringan (Luring) 3. Keduanya
1206 Tujuan Pemasaran *) : l:ll. Kab/Kota Sendiri DZ. Luar Kab/Kota dalam Provinsi D3. Luar Provinsi \:IA. Luar Negeri
1207 Tujuan Konsumen/Konsumen Akhir *) : l:ll. Perseorangan 2. Pedagang lkan 3.Pengolah lkan MK 4.Pengolah lkan MB
5. Horeka”! 6. Pasar Institusional”! 7. Pasar Modern
1208 Jumlah Sarana Pemasaran yang dimiliki*)
1209 Sarana Pemasaran lkan *) :
Nama Pasar/TPI/lainnya: Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel.:
Jenis Lokasi: (1) D
Grosir  |Alamat Kios: Lintang (Latitude )
Jenis Usaha: (2) —
Eceran Hp/Tlp. Bujur (Longitude )
Nama Pasar/TPI/lainnya: Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel.:
Jenis Lokasi: (1) D
2
Grosir  |Alamat Kios:
Jenis Usaha: (2) —
Eceran
Nama Pasar/TPI/lainnya: Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel
Jenis Lokasi: (1) D
3
Grosir  |Alamat Kios:
Jenis Usaha: (2) —
Eceran HP/Tip. ..
Nama Pasar/TPl/lainnya: Prov: Kab/Kota : Kec:
Jenis Lokasi: (1) D
4
Grosir  |Alamat Kios:
Jenis Usaha: (2) —
Eceran HP/Tip. .. .
Nama Pasar/TPI/lainnya: Prov: Kab/Kota : Kec: Desa/Kel.:
Jenis Lokasi (1) |:|
5
Grosir  |Alamat Kios:
Jenis Usaha: (2)  ——
Eceran HP/Tip. ..
Keterangan:
(1. Jenis Lokasi : 1. Pasar Tradisional ;2. TPI; 3. Pasar Moderen; 4. e-Marketplace; 5. Pedagang kelling
(2). Boleh pilih lebih dari satu.
(3). Horeka : Hotel, Restoran, dan Katering
(4)Pasar Insitusional seperti Rumah Sakit, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Asrama, dl

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana
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LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG

KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENGGANTIAN KUSUKA

A. ORANG PERSEORANGAN

RAHASIA

KUSUKA-GP

2
s
29 x>
L ayran©”

FORMULIR PENGGANTIAN KARTU PELAKU USAHA ORANG PERSEORANGAN

*) wajib Diisi/Dilampirkan

No. Kusuka *) : | | | | | | | | |

Tanggal (DD / MM / YY) : | |

Kelengkapan Administratif
|:| KTP #)

### Nomor NIK *)
#4## Noor NIB

### Nama (Sesuai KTP) #)

#4#% Jenis Kelamin *) "1 LakiLaki

### Tempat/Tanggal Lahir *)

r
2 Perempuan

/ DD MM Yy

##% Nomor HP *)
#4# Alamat *)

Kab/Kota:

BLOK II: ALASAN PENGGANTIAN

I:r 1 Rusak

### Alasan Penggantian *)

4 2 Hilang

BLOK III: PENGESAHAN

#i## Nama Petugas

### Nama Pelaku Usaha

### Nomor Telp. Pelaku Usaha

###% Nomor Telp. Petugas

### Tanda Tangan Petugas

306 Tanda Tangan Pelaku Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih. kkp.go.id/



- 41 -

B. BADAN USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG KELOMPOK MASYARAKAT

RAHASIA KUSUKA-GK

A P
KELapTan®

FORMULIR PENGGANTIAN KARTU PELAKU USAHA BADAN USAHA DAN PELAKU
PENDUKUNG KELOMPOK MASYARAKAT

Kelengkapan Administratif Tanggal (DD / MM /[ YY) : | |

I:IKTP}’ KITAS Penanggungjawab *)

MNo. Kusuka *)

BLOK I: UMUM

102 Bentuk Badan Usaha (1) *) ’:l:l

103 Mama Instansi/Badan Usaha *)
104 Alamat Kantor *)

105 No Telp *) : HEEEEEEEEEEN

Keterangan:

1) Bertuk Badan Usaha:

1 Berbadan Hukum

2 Koperasi

3 Kelompok Masyarakat
4 Pemerintah

PT,CV, FA,
Koperasi Primer, Sekunder

KB, Pokdakan, Poklasar, Pokmaswas, KOMPAK, MHA, Lembaga/Yayasan, LSM
BUMN, BUMD, BUMDES

BLOK II: PENANGGUNG JAWAB

20

201
202

w

204

Nama *)
Momor NIK /[ KITAS *)

Alamat *)

Momor Telp / HP *)

Prov: e KabfKota :

BLOK I1l: ALASAN PENGGANTIAN

301

Alasan Penggantian *)

2 Hilang

Er 1 Rusak

BLOK IV PENGESAHAN

40

401
402

w

404

405

Nama Petugas
Momor Telp. Petugas

MNama Pelaku Usaha

MNomor Telp. Pelaku Usaha

Tanda Tangan Petugas

406 Tanda Tangan Pelaku Usaha

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Effin Martiana
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